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Setiap tahun akan ada evaluasi terhadap kinerja jalan, baik itu Jalan Nasional, Jalan Provinsi maupun
Jalan Kabupaten/Kota. Salah satu kinerja yang dievaluasi adalah kondisi mantap jalan yang dinyatakan
dalam persentase yang merupakan kumulatif kondisi baik dan kondisi sedang terhadap panjang jalan.
Kondisi mantap jalan 100% menyatakan bahwa seluruh panjang jalan tersebut dalam kondisi baik dan
sedang, tidak ada lagi jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat. Untuk mengatasi jumlah kerusakan
jalan yang besar dengan anggaran yang terbatas pada setiap daerah, maka instansi teknis dalam hal ini
Dinas Pekerjaan Umum harus mempunyai analisis yang jelas untuk membagi anggaran yang terbatas
tersebut dalam program pembangunan/peningkatan jalan dan program pemeliharaan jalan.
Pernyataan bahwa alokasi anggaran yang besar dalam program pembangunan/peningkatan jalan selalu
akan memberi peningkatan yang signifikan terhadap kondisi mantap jalan tidak terbukti dalam
penelitian ini. Begitu juga sebaliknya, mengalokasikan anggaran yang besar pada program
pemeliharaan jalan tidak selalu memberi korelasi yang positif terhadap peningkatan kinerja kondisi
mantap jalan. Harus selalu dianalisis hubungan yang signifikan dalam mengalokasikan jumlah
anggaran untuk peningkatan kinerja kondisi mantap jalan.  Pembagian yang berimbang antara program
pembangunan/peningkatan jalan dan program pemeliharaan jalan akan lebih baik dalam
mengalokasikan dana.
Hasil analisis tulisan ini mendapatkan model yang signifikan dalam mengalokasikan jumlah anggaran
penanganan jalan terhadap peningkatan kinerja kondisi mantap jalan Kabupaten/Kota di Provinsi
Kalimantan Barat, yaitu: Y = 49,8083 + 1,6382.10-7 X dimana variabel terikat Y merupakan kinerja
kondisi mantap jalan dalam persentase dan variabel bebas X merupakan jumlah anggaran penanganan
jalan.
Kata-kata kunci: kinerja kondisi mantap jalan, signifikan dan korelasi
1. PENDAHULUAN
Dari data pada BPS (Badan Pusat
Statistik) Provinsi Kalimantan Barat
dalam Kalbar Dalam Angka Tahun
2014 dapat dilihat bahwa dari total
panjang jalan di Provinsi ini 5.209,22
km atau 37,64% dalam kondisi tidak
mantap, sedangkan kondisi mantap
yaitu kumulatif kondisi baik dan
sedang berjumlah 8.630,69 km atau
62,36%. Dari total kondisi jalan yang
tidak mantap, yaitu 91,28% atau
4.755,20 km merupakan  Jalan
Kabupaten/Kota, berarti kondisi Jalan
Kabupaten/Kota sangat menentukan
terhadap kondisi jalan keseluruhan di
Provinsi Kalimantan Barat ini.
Perhitungan kondisi jalan sangat
menentukan terhadap kinerja instansi
yang membidangi hal ini yang juga
2berimplikasi terhadap kinerja Bupati
atau Wali Kota di tingkat Kabupaten/
Kota, Gubernur di tingkat Provinsi dan
Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat) di tingkat
Nasional.
Dari total kondisi jalan yang tidak
mantap, yaitu  4.755,20 km atau
91,28%  merupakan  Jalan
Kabupaten/Kota, berarti kondisi Jalan
Kabupaten/Kota sangat menentukan
terhadap kondisi jalan keseluruhan di
Provinsi Kalimantan Barat ini.
Perhitungan kondisi jalan sangat
menentukan terhadap kinerja instansi
yang membidangi hal ini yang juga
berimplikasi terhadap kinerja Bupati
atau Wali Kota di tingkat
Kabupaten/Kota, Gubernur di tingkat
Provinsi dan Menteri PUPR (Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat) di
tingkat Nasional.
Setiap tahun Dinas PU
Kabupaten/Kota berkewajiban
melaporkan kondisi jalan
Kabupaten/Kota yang tertuang dalam
Laporan Kinerja kondisi jalan sebagai
penjabaran atas hasil penggunaan
anggaran, ketentuan hal ini tertuang
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Kementerian PU dalam Peraturan
Menteri PU Nomor 03/PRT/M/2010
juga telah memberi panduan tentang
Penetapan IKU (Indikator Kinerja
Utama) di Lingkungan Kementerian
PU, mengenai jalan, penetapan
indikatornya adalah persentase
panjang jalan dengan kondisi mantap.
Berkenaan hal tersebut di atas,
penelitian ini mencoba menggali untuk
mencari tahu penentuan laporan
kinerja yang menggambarkan kondisi
jalan dengan membandingkan
anggaran yang digunakan.
Penulisan ini dibatasi pada ruas jalan
kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan




dalam lima tahun terakhir atau dari
tahun 2011 sampai dengan tahun 2015
serta penentuan indikator kondisi
mantap pada jalan kabupaten/kota
tersebut.
Tujuan yang akan dilakukan dalam
penulisan ini adalah mengamati dan
membandingkan laporan kinerja
kondisi jalan setiap kabupaten/kota





peningkatan kinerja kondisi jalan
kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan
Barat.
Hasil penulisan ini diharapkan
memberikan manfaat antara lain:
31. Memberi gambaran yang jelas terhadap
penentuan indikator kinerja kondisi
jalan pada bidang Bina Marga Dinas
PU Kabupaten/Kota;
2. Memberi masukan yang tepat terhadap
manajemen penganggaran terhadap
penanganan jalan kabupaten/kota;
3. Sebagai usulan bagi pemangku
kebijakan di tingkat Provinsi maupun
Pusat dalam bidang Bina Marga untuk




Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, yang dimaksud
dengan Kinerja adalah keluaran/hasil
dari kegiatan/program yang hendak
atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas terukur.
Kemudian peraturan tersebut juga
menjelaskan bahwa Laporan Kinerja
berarti ikhtisar yang menjelaskan
secara ringkas dan lengkap tentang
capaian Kinerja yang disusun
berdasarkan rencana kerja yang
ditetapkan dalam rangka pelaksanaan
APBN/APBD.
Mengacu pada Peraturan Menteri PU
Nomor: 03/M/2010 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Kemenenterian PU maka
indikator kinerja pada kondisi jalan
adalah persentase jalan dalam kondisi
mantap.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun
2004 tentang Jalan menjelaskan
pengertian jalan adalah prasarana
transportasi darat yang meliputi segala
bagian jalan, termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang
berada pada permukaan tanah, di atas
permukaan tanah, di bawah permukaan
tanah dan/atau air, serta di atas
permukaan air, kecuali jalan kereta api,
jalan lori dan jalan kabel. Jalan sebagai
salah satu prasarana transportasi
merupakan unsur penting dalam
pengembangan kehidupan berbangsa
dan bernegara, dalam pembinaan
persatuan dan kesatuan bangsa,
wilayah negara, dan fungsi masyarakat
serta dalam memajukan kesejahteraan
umum.
Secara garis besar jalan dibagi menjadi
tiga bagian yakni jalan umum, jalan
khusus dan jalan tol. Jalan unum
adalah jalan yang diperuntukkan bagi
lalu lintas umum. Sedangkan
pengertian jalan khusus adalah jalan
yang dibangun oleh instansi, badan
usaha, perseorangan, atau kelompok
masyarakat untuk kepentingan sendiri.
Jalan tol adalah jalan umum yang
merupakan bagian sistem jaringan
jalan dan sebagai jalan nasional yang
penggunaannya diwajibkan membayar
tol.
4Jalan umum dikelompokkan menurut
sistem, fungsi, status dan kelas.
Sistem jaringan jalan adalah satu
kesatuan ruas jalan yang saling meng-
hubungkan dan mengikat pusat-pusat
pertumbuhan dengan wilayah yang
berada dalam pengaruh pelayanannya
dalam satu hubungan hierarkis.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor
38 Tahun 2004, jalan terdiri atas
sistem jaringan jalan primer dan sistem
jaringan jalan sekunder.
Menurut fungsinya jalan dikelompok-
kan ke dalam jalan arteri, jalan
kolektor, jalan lokal, dan jalan ling-
kungan. Fungsi jalan tersebut terdapat
pada sistem jaringan jalan primer dan
sistem jaringan jalan sekunder.
Berdasarkan statusnya jalan dike-
lompokkan menjadi jalan nasional,
jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan
kota, dan jalan desa.
Jalan nasional merupakan jalan arteri
dan jalan kolektor dalam sistem
jaringan jalan primer yang meng-
hubungkan antaribukota provinsi, dan
jalan strategis nasional, serta jalan tol.
Jalan provinsi merupakan jalan
kolektor dalam sistem jaringan jalan
primer yang menghubungkan ibukota
provinsi dengan ibukota kabupaten/
kota, atau antaribukota kabupaten/
kota, dan jalan strategis provinsi.
Jalan kabupaten merupakan jalan lokal
dalam sistem jaringan jalan primer
yang menghubungkan ibukota
kabupaten dengan ibukota kecamatan,
antaribukota kecamatan, ibukota
kabupaten dengan pusat kegiatan
lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta
jalan umum dalam sistem jaringan
jalan sekunder dalam wilayah
kabupaten, dan jalan strategis
kabupaten.
Jalan kota adalah jalan umum dalam
sistem jaringan jalan sekunder yang
menghubungkan antarpusat pelayanan
dalam kota, menghubungkan pusat
pelayanan dengan persil, menghubung-
kan antarpersil, serta menghubungkan
antarpusat per-mukiman yang berada
di dalam kota.
Jalan desa merupakan jalan umum
yang menghubungkan kawasan
dan/atau antarpermukiman di dalam
desa, serta jalan lingkungan.
Menurut Surat Keputusan Dirjen Bina
Marga Nomor 77 Tahun 1990 atau biasa
disingkat SK77/1990, penyusunan
program jalan kabupaten bertujuan untuk
menghasilkan program tahunan pekerjaan
jalan kabupaten berdasarkan skala
prioritas pada setiap usulan proyek
pekerjaan jalan yang diajukan. Sasaran
penanganan jalan kabupaten dirumuskan
sebagai berikut:
1. Tercapainya target mantap jalan
kabupaten.
2. Terwujudnya suatu sistem jaringan
jalan yang efektif, terintegrasi dan
terpadu dengan sistem transportasi
nasional.
3. Meningkatnya kelembagaan yang kuat
dalam manajemen pembangunan jalan
5transportasi lokal dan antar wilayah
dari tahap perencanaan, pelaksanaan
program dan hasil yang telah dicapai
selama ini.
Secara umum jaringan jalan dibagi
dalam dua bagian yaitu jalan mantap
dan jalan tidak mantap. Jalan mantap
yaitu jalan dengan kondisi baik/sedang
atau jalan yang selalu dapat dilalui
oleh kendaraan roda empat serta hanya
memerlukan pemeliharaan, sedangkan
jalan tidak mantap yaitu jalan dengan




penanganan jalan dibagi atas pekerjaan
pemeliharaan, pekerjaan berat dan
pekerjaan penyangga.
Pekerjaan pemeliharaan harus di-
lakukan terhadap semua ruas jalan
yang berkondisi baik/sedang dan harus
mendapatkan prioritas dalam
menerima alokasi dana. Hal ini
dimaksudkan untuk menjaga agar
permukaan ruas jalan mendekati
kondisi semula, dan juga diperlukan
agar suatu proyek pekerjaan berat
memungkinkan untuk tetap bertahan
sesuai dengan umur desain yang
direncanakan. Pekerjaan pemeliharaan
terdiri dari pekerjaan pemeliharaan
rutin dan pekerjaan pemeliharaan
berkala.
Pekerjaan berat biasanya dilakukan
untuk jalan dengan kondisi rusak/rusak
berat, dimaksudkan untuk
meningkatkan jalan ke arah standar
minimum yang sesuai dengan tingkat
lalu lintas yang diperkirakan, dan
biasanya merupakan pembangunan
kembali perkerasannya. Pekerjaan
berat dapat berupa pembangunan baru,
peningkatan atau rehabilitasi dengan
umur rencana paling sedikit 10 tahun.
Pekerjaan penyangga biasanya
dilakukan juga untuk jalan dengan
kondisi rusak/rusak berat, merupakan
pekerjaan tahunan dengan biaya
rendah yang diperlukan untuk
menjamin jalan terbuka bagi lalu lintas
yang ada atau untuk menjaga agar
kondisi jalan tidak lebih memburuk
atau makin parah. Hal ini dilakukan
bila pekerjaan berat yang telah
ditentukan tidak dibenarkan karena
tingkat lalu lintasnya rendah atau
karena dana yang tersedia tidak
mencukupi.
Menurut SK77/1990 parameter
penilaian kondisi jalan dinilai
berdasarkan tingkat kerusakan
permukaan jalan, kondisi kemiringan
melintang jalan dan kondisi bahu jalan
yang diperoleh pada saat survei di
lapangan secara visualisasi oleh
instansi terkait, kriteria penilaian
tersebut seperti pada Tabel di bawah
ini.
6Tabel II.2  Tipe dan Tingkat Kerusakan Permukaan Untuk Jalan Beraspal
Tipe Kerusakan
Jalan Beraspal









Lubang-lubang 0 – 1 1 – 5 5 – 15 > 15
Legokan/amblas 0 – 5 5 – 10 10 – 50 > 50
Retak-retak 0 – 3 3 – 12 12 – 25 > 25
Alur bekas roda 0 – 3 3 – 5 5 – 25 > 25













Lubang-lubang 0 – 3 3 – 10 10 – 25 > 15
Titik-titik lembek 0 – 3 3 – 10 10 – 50 > 25
Erosi permukaan 0 – 3 3 – 10 10 – 25 > 25
Alur bekas roda 0 – 5 5 – 15 10 – 50 > 50
Bergelombang 0 – 3 3 – 10 10 – 50 > 50











Lubang-lubang 0 – 40 40 – 200 200 – 600 > 600
Legokan/amblas 0 – 200 200 – 400 400 – 2000 > 2000
Retak-retak 0 – 100 100 – 500 500 – 1000 > 1000
Alur bekas roda 0 – 100 100 – 200 200 – 1000 > 1000











Lubang-lubang 0 – 100 100 – 400 400 – 1000 > 1000
Titik-titik lembek 0 – 100 100 – 400 400 – 1000 > 1000
7Erosi permukaan 0 – 100 100 – 400 400 – 1000 > 1000
Alur bekas roda 0 – 200 200 – 600 600 – 2000 > 2000
Bergelombang 0 – 100 100 – 400 400 – 2000 > 2000
Untuk kategori kemiringan jalan
dilakukan penilaian sebagai berikut:
1 = Baik : 4 – 2%
2 = Sedang :  2 – 0%
3 = Rusak : tidak rata,
kemiringan buruk
4 = Rusak berat :  tidak berbentuk
Untuk kategori kondisi bahu jalan di-
lakukan penilaian sebagai berikut:
1 = Baik : bentuk dan
kemiringan
memadai
2 = Sedang : bentuk dan
kemiringan
buruk
3 = Rusak : bahu terlalu
tinggi/rendah <
10 cm
4 = Rusak berat : bahu terlalu
tinggi/rendah >
10 cm atau tanpa
bahu padahal
diperlukan
Setiap penilaian dari tingkat kerusakan
permukaan, kondisi kemiringan jalan
dan kondisi bahu jalan dapat
dijumlahkan berdasarkan kode angka
1-4 untuk memberikan nilai total
antara 6–24. Dari range penilaian
tersebut dapat ditentukan kategori
pekerjaan yang sesuai berdasarkan
skala nilai sebagai berikut:
Nilai 6 – 10 : termasuk kategori MR
(Pemeliharaan Rutin)
Nilai 11 – 16 : termasuk kategori MP
(Pemeliharaan Periodik)
Nilai 16 – 24 : termasuk kategori PK
(Pekerjaan Peningkatan)
Dari data hasil survei penjajagan dan
penyaringan ruas jalan yang diperoleh
dari instansi terkait, maka dapat
ditentukan penilaian tingkat kerusakan
permukaan jalan, kondisi bahu jalan
dan kemiringan jalan dengan metode
seperti di atas sehingga dapat disusun
kategori pekerjaan yang sesuai dengan
skala nilai masing-masing.
Kekasaran permukaan jalan sangat
mempengaruhi tingkat kenyamanan
mengemudi. Kekasaran permukaan
jalan merupakan perbandingan dari
kondisi vertikal badan jalan terhadap
panjang jalan itu sendiri. Tingkat
kenyamanan dan kinerja suatu jaringan
jalan dinyatakan dengan dua cara,
yaitu dengan skala Indeks Kondisi
Jalan (Road Condition Index = RCI)
dengan metode pengamatan secara
langsung (visual) dan dengan alat
Roughometer yang dinyatakan dalam
IRI dengan satuan m/km. Semakin
kecil nilai IRI maka kondisi jalan
semakin baik (rata dan teratur). Skala
RCI bervariasi antara 2-10, dengan
pengertian seperti pada Tabel II.6 s.d.
Tabel II.8.
8Tabel II.6  Skala Indeks Kondisi Jalan (RCI)
Nilai RCI Kondisi Permukaan Jalan Secara Visual
8 – 10 Sangat rata dan teratur
7 – 8 Sangat baik, umunya rata
6 – 7 Baik
5 – 6 Cukup, sedikit sekali atau tidak ada lubang, tetapi permukaan jalan tidak
rata
4 – 5 Jelek, kadang-kadang ada lubang, permukaan jalan tidak rata
3 – 4 Rusak, bergelombang, banyak lubang
2 – 3 Rusak berat, banyak lubang dan seluruh daerah perkerasan hancur
≤ 2 Tidak dapat dilalui, kecuali dengan kendaraan 4 WD (Jeep)







Tabel II.8  Penentuan Kondisi Jalan Berdasarkan IRI
Tipe permukaan hotmix
0 ≤  IRI  ≤  4 Baik
4  <  IRI ≤ 8 Sedang
8  <  IRI ≤  12 Rusak
12  <  IRI ≤  16 Rusak berat
Tipe permukaan macadam
IRI ≤  8 Baik
8  <  IRI ≤  10 Sedang
10  <  IRI ≤  12 Rusak
IRI  >  12 Rusak berat
Tipe permukaan tanah/krikil
IRI ≤  10 Baik
10  <  IRI ≤  12 Sedang
12  <  IRI ≤  16 Rusak
IRI  >  16 Rusak berat
Menurut Sugiyono (2014;25), dalam
Statistik Untuk Penelitian, terdapat
bermacam-macam teknik statistik yang
dapat digunakan dalam penelitian
9khususnya dalam pengujian hipotesis.
Pedoman umum ini ditunjukkan pada
Tabel 2.9. Teknik statistik mana yang
akan digunakan untuk pengujian
tergantung pada interaksi dua hal yaitu
macam data yang akan dianalisis dan
bentuk hipotesisnya. Seperti dalam
jenis penelitian menurut “tingkat
eksplanasinya” maka bentuk hipotesis
ada tiga, yaitu hipotesis deskriptif,
komparatif, dan asosiatif. Hipotesis
komparatif ada dua macam yaitu
komparatif dua sampel dan lebih dari
dua sampel. Untuk masing-masing
hipotesis komparatif  dibagi menjadi
dua, yaitu sampel related
(berpasangan) dan sampel yang
independen (lihat Tabel II.9).






Komparatif (dua sampel) Komparatif ( >  2 sampel) Asosiatif





























































Hipotesis asosiatif merupakan dugaan
tentang adanya hubungan antar variabel
dalam populasi yang akan diuji melalui
hubungan antar variabel dalam sampel
yang diambil dari populasi tersebut. Untuk
itu dalam langkah awal pembuktiannya,
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maka perlu dihitung terlebih dahulu
koefisien korelasi antar variabel dalam
sampel, baru koefisien yang ditemukan itu
diuji signifikansinya. Jadi menguji
hipotesis asosiatif adalah menguji koefien
korelasi yang ada pada sampel untuk
diberlakukan pada seluruh populasi
dimana sampel diambil. Bila penelitian
dilakukan pada seluruh populasi maka
tidak diperlukan pengujian signifikansi
terhadap koefisien korelasi yang
ditemukan. Hal ini berarti peneliti tidak
merumuskan dan menguji instrumen
statistik.
Statistik parametris yang digunakan untuk
menguji hipotesis asosiatif (hubungan
antar variabel) meliputi: Korelasi Product
Moment, Korelasi Ganda, dan Koefisien
Parsial.
Korelasi Product Moment digunakan
untuk mencari hubungan dua variabel bila
data kedua variabel berbentuk interval
atau ratio, dan sumber data dari dua
variabel atau lebih tersebut adalah sama.
Tabel II.10  Pedoman Untuk Memberikan Interprestasi Terhadap Koefisien Korelasi











Korelasi ganda (multiple correlation)
merupakan angka yang menunjukkan
arah dan kuatnya hubungan antara dua
variabel independen secara bersama-
sama atau lebih dengan satu variabel
dependen.
Korelasi parsial digunakan untuk
menganalisis bila peneliti bermaksud
mengetahui pengaruh atau mengetahui
hubungan antara variabel independen
dan variabel dependen, dimana salah
satu variabel independennya dibuat
tetap/dikendalikan. Jadi korelasi
parsial merupakan angka yang
menunjukkan arah dan kuatnya
hubungan antara dua variabel atau
lebih, setelah satu variabel yang
diduga dapat mempengaruhi hubungan
variabel tersebut tetap/dikendalikan.
Terdapat perbedaan yang mendasar
antara analisis korelasi dan regresi.
Analisis korelasi digunakan untuk
mencari arah dan kuatnya hubungan
antara dua variabel atau lebih, baik
hubungan yang bersifat simetris,
kausal dan reciprocal, sedangkan
analisis regresi digunakan untuk
memprediksikan seberapa jauh
perubahan nilai variabel dependen,





Jenis penelitian pada penyusunan tesis
ini menggunakan statistik deskriptif
yang menggambarkan data sampel
yang didapat melalui kuesioner,
kemudian dijadikan variabel yang
bertujuan mengkaji hubungan antara
variable-variabel yang akan diteliti,
dengan menghubungkan teori statistik
yang ada.
Yang menjadi obyek pada penelitian
ini adalah laporan kinerja kondisi jalan,
jumlah anggaran yang digunakan serta
output yang dihasilkan pada masing-
masing kabupaten/kota di Provinsi
Kalbar.
Laporan kinerja kondisi jalan
merupakan laporan tahunan yang
menggambarkan kondisi jalan seperti
kondisi baik, sedang, rusak dan rusak
berat. Gabungan dari kondisi baik dan
sedang merupakan kondisi mantap,
sedangkan gabungan dari kondisi
rusak dan rusak berat merupakan
kondisi tidak mantap. Satuan kondisi
jalan dinyatakan dalam satuan panjang
(km) atau persentase (%) dari jumlah
masing-masing kondisi jalan tersebut.
Dari laporan BPS Kabupaten/Kota dan
BPS Kalbar dalam angka serta data dari
Dinas PU Provinsi Kalbar maka dapat
ditampilkan masing-masing kondisi jalan
dari tahun 2011 sampai dengan tahun
2014.
Dari data Lakip pada Dinas PU
Kabupaten/Kota akan didapat jumlah
anggaran yang digunakan untuk
penanganan jalan kabupaten, diambil
selama empat tahun terakhir, yaitu tahun
2011 sampai tahun 2014, untuk data
anggaran tahun 2015 bisa didapat dari
APBD tahun 2015. Kemudian data
anggaran tersebut ditentukan sebagai
variabel X dalam satuan rupiah. Hasil
output penanganan jalan dari tahun 2011
sampai dengan tahun 2014 ditentukan
sebagai variabel Y, dalam satuan kilo
meter.
Pada analisis korelasi digunakan
Korelasi Product Moment.
Dari hubungan korelasi antar variabel
kemudian dibuat persamaan regresi dan
diuji persamaan tersebut dengan uji
keberartian dan uji linearitas  dengan
hipotesis seperti di bawah ini.
Pada uji keberartian:
Ho : Koefisein arah regresi tidak
berarti (b = 0)
Ha : Koefisien itu berarti (b ≠ 0)







F  (F hitung)
dibandingkan dengan F tabel dengan dk
pembilang = 1 dan dk penyebut = n-2.
Untuk menguji hipotesis nol, kriterianya
adalah tolak hipotesis nol apabila
koefisien F hitung lebih besar dari harga F
tabel berdasarkan taraf kesalahan yang
dipilih dan dk yang bersesuaian.
Pada uji linearitas:
Ho : Regresi linear







F  (F hitung)
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dibandingkan dengan F tabel dengan dk
pembilang (k-2) dan dk penyebut (n-k).
Untuk menguji hipotesis nol, tolak
hipotesis regresi linear, jika statistik F
hitung untuk tuna cocok yang diperoleh
lebih besar dari harga F dari tabel
menggunakan taraf kesalahan yang dipilih
dan dk yang berkesesuaian.
Persamaan yang dihasilkan dari
analisis korelasi dan regresi terhadap
variabel-variabel yang disajikan dapat
digunakan untuk memprediksi nilai
kondisi jalan kabupaten/kota terhadap
anggaran yang tersedia, dengan ketentuan
konsistensi data yang disajikan sesuai
dengan realisasi kondisi yang sebenarnya.
Terhadap kesimpulan penelitian akan
dibuat saran untuk menjadikan penelitian
ini bermanfaat.
4. ANALISIS HASIL PENELITIAN
Karena alasan mutasi pegawai dan
tidak adanya data yang tersimpan
maka dari total 14 kabupaten/kota di
Provinsi Kalimantan Barat, dapat
disajikan 10 data yang mewakili
jumlah kabupaten/kota.
Kemudian disajikan persentase data
kondisi mantap dan jumlah anggaran
jalan kabupaten/kota dari tahun 2011
sampai dengan 2014.
Dari data jumlah anggaran dan kondisi
jalan yang tersaji, kemudian dilihat
korelasi antar data tersebut pada masing-
masing kabupaten/kota, setelah itu baru
dibuat regresi untuk mendapatkan
perkiraan  kondisi mantap tahun 2015.
Dari hasil korelasi dan regresi didapat
perkiraan kondisi mantap pada masing-
















Y = 31,9036 + 3,8539.10-7 X















Y = 74,9003 + 2,3713.10-7 X





























































Y = 32,1984 + 0,0002 X
















Y = 68,4309 - 3,9894.10-7 X















Y = 37,8212 - 6,7902.10-6 X















Y = 78,0379 - 1,7595.10-8 X















Y = 13,7767 + 1,0816.10-6 X














Y = 90,8558 + 1,8813.10-9 X















Y = 69,5877 + 3,2666.10-8 X
(model regresi signifikan)
5. SIMPULAN
Berdasarkan hasil kajian dan analisis
perhitungan yang telah dilakukan, maka
dapat disimpulkan beberapa hal sebagai
berikut:
1. Berdasarkan laporan kinerja kondisi
mantap dari sepuluh kabupaten/kota
yang diteliti dapat dinyatakan bahwa
ada empat kabupaten/kota di Provinsi
Kalimantan Barat yang mempunyai
kinerja di atas 75% atau berkinerja
tinggi, yaitu:  Kota Pontianak,
Kabupaten Mempawah, Kota
Singkawang dan Kabupaten Ketapang.
Sedangkan yang mempunyai kinerja
antara 50% s.d. 74,99% atau berkinerja
sedang adalah Kabupaten Sambas,
Kabupaten Sanggau, Kabupaten
Sintang dan Kabupaten Kayong Utara.
Untuk yang mempunyai kinerja rendah
atau yang mempunyai bobot 25% s.d.
49,99% ada dua kabupaten yaitu
Kabupaten Sekadau dan Kabupaten
Kapuas Hulu.
Dari sepuluh kabupaten/kota yang
diteliti tersebut tidak ada yang
mempunyai kinerja sangat rendah atau
yang mempunyai bobot di bawah 25%.
2. Dengan keterbatasan anggaran yang
ada pada setiap kabupaten/kota di
Provinsi Kalimantan Barat perlu
menerapkan strategi anggaran dalam
meningkatkan kinerja kondisi mantap
jalan.  Memberi alokasi anggaran yang
seimbang antara program pemba-
ngunan/peningkatan jalan dan program
pemeliharaan jalan dapat menjadi
acuan untuk membagi porsi anggaran
yang terbatas.
3. Tingkat kerusakan jalan dapat
disebabkan oleh faktor internal jalan
yaitu lemahnya struktur jalan itu
sendiri baik pada lapis fondasi bawah,
lapis fondasi atas, lapis permukaan
maupun pada sistem drainase jalan..
Sedangkan faktor eksternal jalan yaitu
kuantitas moda transportasi yang
semakin tinggi melebihi LHR rencana
serta kualitas beban angkutan yang
semakin besar, seperti pertumbuhan
perkebunan sawit yang mulai
berkembang dan menyebar di seluruh
Provinsi Kalimantan Barat merupakan
salah satu faktor penyumbang besarnya
kerusakan jalan di Provinsi ini. Dapat
dilihat pada lampiran, peta penyebaran
areal perkebunan sawit dan peta
jaringan jalan  di Provinsi Kalimantan
Barat.
4. Berdasarkan korelasi yang sangat kuat
antara jumlah anggaran dan kinerja
kondisi mantap jalan serta hasil yang
signifikan, maka model regresi yang
dapat mewakili yaitu:
Kota Singkawang :
Y = 53,1783 + 6,3491.10-7 X
Kabupaten Sanggau :
Y = 52,9694 + 6,6387.10-8 X
Jalan Provinsi :
Y = 69,5877 + 3,2666.10-8 X
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dimana variabel terikat Y merupakan
kinerja kondisi mantap jalan dalam
persentase dan variabel bebas X
merupakan jumlah anggaran
penanganan jalan.
Sedangkan model regresi untuk jalan
Nasional yaitu:
Y = 90,8558 + 1,8813.10-9 X
tidak dapat mewakili karena
mempunyai korelasi sedang dan tidak
signifikan.
5. Untuk keseluruhan kabupaten/kota
yang diteliti mempunyai korelasi
rendah antara jumlah anggaran
penanganan jalan terhadap kinerja
kondisi mantap jalan, tetapi
mempunyai model yang signifikan
yaitu:
Y = 49,8083 + 1,6382.10-7 X
Demikian pula gabungan keseluruhan
Jalan Kabupaten/Kota, Jalan Nasional
dan Jalan Provinsi mempunyai korelasi
sedang serta mempunyai model yang
signifikan, yaitu:
Y = 57,0359 + 4,6281.10-8 X
6. Untuk mencapai kondisi mantap 100%
pada tahun 2016 setiap kabupaten/kota
di Provinsi Kalimantan Barat
mempunyai prediksi alokasi anggaran
yang berbeda untuk penanganan jalan.
Dari analisis dapat ditampilkan
prediksi anggaran yang diperlukan
seperti di bawah ini.




















































Kab. Kayong Utara 2013 37.322.902,14 44.080.927,16
2014 28.150.463,99
2015 37.666.498,00
Dapat dilihat disini bahwa jumlah
anggaran yang tidak bisa diprediksi
pada kabupaten/kota yang diteliti
mempunyai korelasi negatif antara
kenaikan jumlah anggaran dan laporan
kinerja kondisi mantap jalan. Dapat
dikatakan bahwa laju kerusakan jalan
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lebih tinggi dibandingkan alokasi
anggaran untuk penanganan jalan.
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